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TENTANG
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa berdasarkan Persetujuan Paris atas Konvensi
Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai
perubahan iklim target kontribusi yang ditetapkan secara
Nasional (Nationally Determined  Contribution-NDC),
Indonesia mengurangi emisi sebesar 29% (dua puluh
sembilan persen) dengan upaya sendiri dan menjadi 41%
(empat puluh satu persen) jika ada kerjasama
internasional dari kondisi tanpa ada aksi (business as
usual) pada tahun 2030;

bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 71 ayat (2)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, kegiatan
penanggulangan kebakaran hutan dan lahan meliputi
penerapan deteksi dini melalui berbagai macam metode
pengamatan seperti deteksi melalui menara pengawas,
aplikasi berbagai jenis kamera/CCTV, penginderaan jauh,
pengolahan data dan informasi hotspot, penyebarluasan

data dan informasi hotspot,;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan tentang Prosedur Tetap Pengecekan Lapangan
Informasi Titik Panas dan/atau Informasi Kebakaran

Hutan dan Lahan;

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4412);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5613);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Pengesahan Paris Agreement to The United Nation
Framework Convention on Climate Change (Persetujuan
Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-
Bangsa mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939;
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang
Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran
Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran
Hutan dan/ atau Lahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4076);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturam
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5056);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem
Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5957);



Menetapkan

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
17);

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 713);

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG PROSEDUR TETAP PENGECEKAN
LAPANGAN INFORMASI TITIK PANAS DAN/ATAU INFORMASI
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa
hamparan lahan berisi Sumberdaya alam hayati yang
didominasi pepohonan dalam persekutuan alam
lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat

dipisahkan.



Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan diluar
kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan
atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.
Kebakaran Hutan dan Lahan yang selanjutnya disebut
Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan
dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh
perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan
lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi,
ekonomi, sosial budaya dan politik.

Masyarakat adalah kesatuan sosial yang terdiri atas
warga negara Republik Indonesia yang tinggal dan
bermukim di dalam dan/atau di sekitar areal kerja
pemanfaatan hutan dan usaha perkebunan yang memiliki
komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian
yang bergantung pada potensi dan aktivitas yang dapat
berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha
pemanfaatan hutan dan usaha perkebunan.

Manggala Agni adalah organisasi pengendalian kebakaran
hutan dan lahan pada tingkat Pemerintahan Pusat yang
mempunyai tugas dan fungsi pencegahan, pemadaman,
penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan
penyelamatan, serta dukungan manajemen yang dibentuk
dan menjadi tanggung jawab Menteri.

Pusat Pengendalian Operasi yang selanjutnya disebut
Pusdalops adalah organisasi pusat Manggala Agni yang
dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada
Direktur Jenderal.

Daerah Operasi yang selanjutnya disebut Daops adalah
organisasi pelaksana tugas teknis Manggala Agni di
lapangan yang dipimpin oleh Kepala Daops.

Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang
selanjutnya disebut Brigdalkarhutla adalah satuan kerja
yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk
melaksanakan  kegiatan pencegahan, pemadaman,
penanganan pasca kebakaran, serta dukungan evakuasi
dan penyelamatan dalam pengendalian kebakaran hutan

dan lahan di lapangan.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Informasi Titik Panas yang selanjutnya disebut Hotspot
adalah istilah untuk sebuah piksel yang memiliki nilai
temperatur di atas ambang batas (threshold) tertentu dari
hasil penginderaan jauh, yang dapat digunakan sebagai
indikasi kejadian kebakaran hutan dan lahan.

Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan adalah informasi
berupa indikasi kejadian kebakaran hutan dan lahan
yang berasal dari masyarakat atau sumber lainnya.
Pengecekan Lapangan adalah pemeriksaan ke lapangan
terhadap informasi Titik Panas dan atau informasi
kebakaran hutan dan lahan.

Tingkat Kepercayaan atau Confidence Level adalah nilai
yang menunjukan tingkat kepercayaan bahwa Titik Panas
yang dipantau dari data satelit penginderaan jauh
merupakan benar-benar kejadian kebakaran yang
sebenarnya di lapangan.

Prioritas adalah yang didahulukan dan diutamakan
daripada yang lain.

Obyek Vital Nasional adalah kawasan/lokasi,
bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut
hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau
sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.
Penilaian Situasi Kebakaran yang selanjutnya disebut size
Up adalah penilaian awal kebakaran termasuk potensi
bahan bakar, cuaca, topografi, perilaku kebakaran,
bahaya dan eksposur properti berharga dalam rangka
mengkaji kebutuhan sumber daya dan menetapkan
prioritas operasional secara cepat.

Satgas Dalkarhutla adalah organisasi Dalkarhutla
Pemerintah yang berfungsi koordinatif dan bersifat ad-
hoc.

Unit Pengelolaan adalah kesatuan pengelolaan hutan
dan/atau lahan terkecil sesuai fungsi pokok dan
peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan
lestari.

Pemegang Izin adalah badan usaha dan perorangan yang
diberikan izin di kawasan hutan atau lahan oleh pejabat

yang berwenang berdasarkan peraturan perundangan-

undangan.



19.

20.

21.

22.

23.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan
kehutanan.

Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang diserahi
tugas dan tanggung jawab di bidang pengendalian
perubahan iklim.

Direktur adalah direktur yang diserahi tugas dan
tanggung jawab di bidang pengendalian kebakaran hutan
dan lahan.

Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut
Kepala UPT adalah kepala unit pelaksana teknis di
lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Kepala Balai PPIKHL adalah kepala unit pelaksana teknis
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di bidang

perubahan iklim dan kebakaran hutan dan lahan.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam

kegiatan Pengecekan Lapangan Informasi Titik Panas

dan/atau informasi Karhutla.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a.

dasar verifikasi dan kevalidan Informasi Titik Panas atau
informasi Karhutla;

menekan terjadinya kebakaran yang lebih luas melalui
upaya pemadaman dini;

membantu perencanaan kebutuhan tenaga dan sarana
prasarana untuk upaya pemadaman melalui size up; dan
mendapatkan data/informasi yang akurat dari lapangan

guna memberikan dasar perhitungan luas kebakaran.



Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini

meliputi:

a. pengecekan lapangan Informasi Titik Panas;

b. pengecekan lapangan informasi Karhutla;

c. pelaporan; dan

d. pembiayaan.

Bagian Ketiga
Umum
Pasal 5

(1) Penanggulangan Karhutla antara lain dilakukan kegiatan
pengelolaan data dan Informasi Titik Panas, dan/atau
informasi Karhutla.

(2) Informasi Titik Panas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bersumber dari satelit yang dikeluarkan oleh lembaga
pemerintah yang berwenang dan/atau sumber lain yang
dapat dipertanggungjawabkan yang disebarluaskan
melalui website Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.

(3) Informasi Karhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diperoleh langsung dari masyarakat, media sosial, media
masa atau sarana komunikasi lainnya.

(4) Untuk mengetahui kebenaran Informasi Titik Panas
dan/atau informasi Karhutla sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan pengecekan
lapangan.

(5) Dalam hal hasil pengecekan lapangan terjadi kebakaran

hutan dan lahan maka ditindaklanjuti dengan

pemadaman dini.



BAB II
PENGECEKAN LAPANGAN INFORMASI TITIK PANAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Pengecekan lapangan Informasi Titik Panas dilakukan melalui:

a.
b.

C.

pengkategorian lokasi;
pengkategorian titik panas; dan

penetapan prioritas sasaran pengecekan titik panas.

Paragraf 1

Pengkategorian Lokasi

Pasal 7

Kategori lokasi pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

a.

(1)

(2)

(3)

kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman
buru, hutan lindung, hutan produksi yang tidak dibebani
hak, hutan adat, hutan hak, taman hutan raya, hutan
produksi yang dibebani izin, obyek vital nasional, areal
perkebunan dan/atau pertanian dan/atau pemukiman;
kawasan gambut; dan

kawasan non gambut.

Paragraf 2

Pengkategorian Titik Panas

Pasal 8

Setiap titik panas yang terpantau dilakukan pengecekan
oleh penanggung jawab wilayah kerja.

Pengkategorian titik panas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf b yang berdasarkan tingkat kepercayaan
yang tercantum dalam Informasi Titik Panas.
Pengkategorian titik panas terdiri atas titik panas
kepercayaan tinggi, titik panas kepercayaan sedang, dan

titik panas kepercayaan rendah, meliputi:



(1)

(2)
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a. titik panas kepercayaan tinggi dengan tingkat
kepercayaan 80% (delapan puluh persen) sampai
dengan 100% (seratus persen);

b. titik panas kepercayaan sedang dengan tingkat
kepercayaan 30% (tiga puluh persen) sampai dengan
79% (tujuh puluh sembilan persen); dan

c. titik panas kepercayaan rendah dengan tingkat

kepercayaan dibawah 30% (tiga puluh persen).

Paragraf 3

Penetapan Prioritas Sasaran Pengecekan Titik Panas

Pasal 9

Penetapan prioritas sasaran pengecekan titik panas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dengan

mempertimbangkan:

a. kategori lokasi; dan/atau

b. kategori titik panas.

Prioritas sasaran pengecekan titik panas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Prioritas 1,

b. Prioritas 2, dan

c. Prioritas 3.

Prioritas 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

meliputi:

a. Lokasi yang tersebut dalam Pasal 7 huruf a dan
huruf b yang terdapat titik panas dengan tingkat
kepercayaan lebih besar atau sama dengan 30% (tiga
puluh persen); dan

b. titik panas yang bergerombol (membentuk -cluster),
dan/atau bila titik panas ditumpangsusunkan
dengan data citra satelit terindikasi disertai asap,
dan/atau titik panas yang terjadi berulang paling

singkat 3 (tiga) hari berturut-turut.



(6)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)
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Prioritas 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
meliputi lokasi yang tersebut dalam Pasal 7 huruf a dan
huruf ¢ yang terdapat titik panas dengan tingkat
kepercayaan lebih besar atau sama dengan 30% (tiga
puluh persen).

Prioritas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,
meliputi lokasi yang tersebut dalam Pasal 7 huruf a dan
huruf ¢ yang terdapat titik panas dengan tingkat
kepercayaan lebih kecil dari 30% (tiga puluh persen).
Informasi Titik Panas Prioritas sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) dilakukan
pengecekan paling lama 3 (tiga) hari setelah terpantau

satelit.

Pasal 10
Manggala Agni melakukan Pengecekan Lapangan
Informasi Titik Panas di wilayah kerjanya.
Dalam hal melakukan pengecekan lapangan Informasi
Titik Panas, Manggala Agni dapat melakukan kegiatan
berdasarkan skala Prioritas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9.

Pasal 11
Pengecekan Lapangan Informasi Titik Panas pada
kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam,
dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan kecuali Taman Hutan
Raya.
Pengecekan Lapangan Informasi Titik Panas pada taman
buru dan hutan lindung, dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
Pengecekan Lapangan Informasi Titik Panas hutan
produksi yang tidak dibebani hak, dilaksanakan oleh
Pemegang Izin pemanfaatan dan penggunaan.
Pengecekan Lapangan Informasi Titik Panas pada hutan
adat, hutan hak, dan taman hutan raya, dilaksanakan

oleh Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan
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Hidup dan Kehutanan atau Pemerintah Daerah Provinsi,
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(5) Pengecekan Lapangan Informasi Titik Panas hutan
produksi yang dibebani izin, dilaksanakan oleh
Pemerintah  Daerah  Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemegang izin.

(6) Pengecekan Lapangan Informasi Titik Panas pada obyek
vital nasional, dilaksanakan oleh Pengelola obyek vital
nasional, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

(7) Pengecekan Lapangan Informasi Titik Panas pada areal
perkebunan dan/atau pertanian dan/atau pemukiman,

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 12
(1) Dalam rangka percepatan penanggulangan Karhutla, unit
pengelola dapat berkoordinasi dengan unit pengelola lain
untuk melaksanakan pengecekan lapangan Informasi
Titik Panas.
(2) Dalam kondisi status darurat akibat Karhutla,

pelaksanaan  pengecekan  Informasi  Titik  Panas

dikoordinir oleh satuan tugas siaga darurat.

Pasal 13
Kementerian/Lembaga lainnya yaitu Tentara Nasional
Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dapat
mendukung pelaksanaan Pengecekan Lapangan Informasi
Titik Panas.

Pasal 14
Dalam hal keterbatasan sumber daya dan pertimbangan
aksesibilitas dilakukan pemilihan sasaran pengecekan titik
panas berdasarkan skala Prioritas sesuai dengan wilayah

kerja masing-masing.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Pengecekan

Pasal 15
Alat dan bahan yang diperlukan saat Pengecekan Lapangan

Informasi Titik Panas meliputi:
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alat dokumentasi (kamera atau sejenisnya);
alat navigasi (gps atau sejenisnya);

alat komunikasi;

alat tulis;

alat transportasi;

sarana dan prasarana pemadaman;
Informasi Titik Panas; dan

form pengecekan Informasi Titik Panas.

Pasal 16

Pelaksanaan Pengecekan Lapangan Informasi Titik Panas

meliputi:

a.

=

o o

5o oo

(1)

(2)

(3)

mengumpulkan Informasi Titik Panas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);

mengolah Informasi Titik Panas;

menetapkan lokasi Prioritas pengecekan titik panas;
penentuan jalur pengecekan,;

penentuan personil;

penentuan alat transportasi;

persiapan logistik; dan

persiapan peralatan dan bahan yang dibutuhkan.

Pasal 17
Personil pelaksana Pengecekan Lapangan Informasi Titik
Panas memenuhi kriteria:
a. sehat jasmani dan rohani;
b. dapat menggunakan alat navigasi (gps atau

sejenisnya); dan

c. paling sedikit 2 (dua) orang.
Pelaksana Pengecekan Lapangan Informasi Titik Panas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membawa
Surat Tugas yang ditandatangani oleh pejabat/pimpinan
yang berwenang.
Format surat tugas Pengecekan Lapangan Informasi Titik
Panas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Pasal 18
(1) Tata cara Pengecekan Lapangan Informasi Titik Panas
meliputi:

a. menyiapkan alat transportasi untuk Pengecekan
Lapangan yaitu:

1) jalur darat: kendaraan bermotor, mobil dan
kendaraan lainnya;

2) jalur air: perahu, speedboat dan kendaraan air
lainnya; dan

3) jalur udara: drone, ultralight (trike), helikopter,
dan lainnya;

b. menuju ke koordinat titik panas yang telah
ditentukan dengan bantuan alat navigasi;

c. mengisi form pengecekan Informasi Titik Panas,
mendokumentasikan foto kondisi lapangan, aktifitas
petugas dan foto posisi koordinat lokasi;

d. dalam hal terjadi kebakaran dilakukan size up dan
pemadaman awal,

e. dalam hal kebakaran tidak dapat dipadamkan
ditindaklanjuti dengan permintaan bantuan sesuai
dengan prosedur;

f.  dalam hal tidak dapat mencapai koordinat yang telah
ditentukan karena kondisi geografis, kendala
administrasi perizinan dan kendala lainnya maka
melaporkan kepada pejabat yang memerintahkan
atau melaporkan hasil pengecekan pada posisi
koordinat terakhir; dan

g. melaporkan hasil pengecekan kepada pemberi
perintah.

(2) Format form pengecekan lapangan Informasi Titik Panas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19
Pelaporan hasil Pengecekan Lapangan Informasi Titik Panas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g terdiri atas:



(1)

(2)
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laporan sementara;
laporan resmi; dan

laporan bulanan.

Pasal 20
Laporan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 huruf a, dilakukan secara tertulis atau lisan atau
melalui sistem informasi sesaat setelah melaksanakan
pengecekan titik panas.
Laporan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
paling sedikit memuat informasi meliputi:
a. nama (pelaksana, yang di wawancarai);
lokasi (desa, koordinat);
tanggal (pelaksanaan, kejadian, temuan, waktu);

terjadi kebakaran atau tidak serta dokumentasi; dan

o oo o

situasi lapangan dan upaya.

Pasal 21

Laporan resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf

b, disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari setelah selesai masa

berlakunya surat penugasan melaksanakan pengecekan titik

panas.

(1)

(2)

Pasal 22
Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
huruf c, merupakan hasil kompilasi laporan pengecekan
lapangan Informasi Titik Panas.
Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat informasi meliputi:
a. nama satelit sumber titik panas;
b. tanggal titik panas;
c. koordinat titik panas;
d. lokasi titik panas (desa, kecamatan, kabupaten,

provinsi);

®

tanggal dilaksanakan pengecekan;

f.  koordinat pengecekan;

g. lokasi pengecekan (desa, kecamatan, kabupaten,
provinsi);

h. informasi indikasi kebakaran;



(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)
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1. luas kebakaran;

j- status kawasan/lahan; dan

k. keterangan lainnya (dapat diisi dengan jenis yang
terbakar, tutupan lahan (vegetasi, lahan gambut non
gambut), cuaca, yang melakukan pemadaman, dan
informasi lainnya).

Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

huruf c, disampaikan paling lama tanggal 10 (sepuluh)

pada bulan berikutnya.

Format laporan bulanan Pengecekan Lapangan Informasi

Titik Panas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23
Laporan sementara dan laporan resmi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 disampaikan oleh
pelaksana kepada pemberi tugas.
Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22,
disampaikan oleh Kepala UPT secara berjenjang kepada
Direktur Jenderal dan Direktur paling lama tanggal 10
(sepuluh) pada bulan berikutnya.

Pasal 24

Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22,
yang dilakukan oleh pemegang izin, disampaikan secara
berjenjang kepada Bupati/Walikota dan Gubernur dan
ditembuskan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Balai
PPIKHL.

Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan paling lama tanggal 10 (sepuluh) pada bulan

berikutnya.
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Pasal 25
Dalam hal ditetapkan status siaga atau darurat terkait
Karhutla oleh Bupati/Walikota atau Gubernur, laporan
sementara dan laporan resmi pengecekan lapangan Informasi
Titik Panas yang dilaksanakan oleh para pihak disampaikan
juga kepada satgas daerah kabupaten/kota, satgas daerah
provinsi pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Pusdalops

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan satgas

nasional.
BAB III
PENGECEKAN LAPANGAN INFORMASI KEBAKARAN HUTAN
DAN LAHAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pelaksanaan Pengecekan

Pasal 26
Alat dan bahan yang diperlukan saat Pengecekan Lapangan
informasi Karhutla meliputi:

a. laporan masyarakat atau sumber lainnya;

b. alat dokumentasi (kamera atau sejenisnya);

c. alat navigasi (gps atau sejenisnya);

d. alat komunikasi;

e. alat tulis;

f.  alat transportasi;

g. sarana dan prasarana pemadaman; dan

h. form pengecekan informasi kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 27
Pelaksanaan Pengecekan Lapangan informasi Karhutla
meliputi:
a. menentukan lokasi pengecekan;
penentuan teknik pengecekan (darat, air dan udara);
penentuan jalur pengecekan,;

penentuan personil;

o oo g

penentuan alat transportasi;



(1)

(2)

(3)

(1)
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persiapan logistik; dan

persiapan peralatan yang dibutuhkan.

Pasal 28
Personil pelaksana Pengecekan Lapangan informasi
Karhutla memenuhi kriteria:
a. sehat jasmani dan rohani;
b. dapat menggunakan alat navigasi (gps atau

sejenisnya); dan

c. paling sedikit terdiri atas 2 (dua) orang.
Pelaksana pengecekan lapangan informasi Karhutla
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membawa
surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat/pimpinan
yang berwenang.
Format surat tugas Pengecekan Lapangan informasi
Karhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

Tata cara pelaksanaan Pengecekan Lapangan informasi

Karhutla meliputi:

a. menyiapkan alat untuk Pengecekan Lapangan yaitu
bila melalui:

1) jalur darat: kendaraan bermotor, mobil dan
kendaraan lainnya;

2) jalur air: perahu, speedboat dan kendaraan air
lainnya; dan

3) jalur udara: drone, ultralight (trike), helikopter,
dan lainnya;

b. menuju ke koordinat titik panas yang telah
ditentukan dengan bantuan alat navigasi;

c. mengisi form pengecekan informasi Karhutla,
mendokumentasikan foto kondisi lapangan, aktifitas
petugas, dan foto posisi koordinat lokasi;

d. dalam hal terdapat kebakaran dilakukan size up dan
pemadaman awal;

e. dalam hal kebakaran tidak dapat dipadamkan

ditindaklanjuti dengan permintaan bantuan sesuai

dengan prosedur;



(2)
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f. dalam hal tidak dapat mencapai koordinat yang telah
ditentukan karena kondisi geografis, kendala
administrasi perizinan dan kendala lainnya maka
melaporkan kepada pejabat yang memerintahkan;
dan

g. melaporkan hasil pengecekan kepada pemberi
perintah.

Format form pengecekan lapangan informasi Karhutla

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum

dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaporan

Pasal 30

Pelaporan hasil Pengecekan Lapangan informasi Karhutla

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas:

(1)

(2)

laporan sementara;
laporan resmi; dan

laporan bulanan.

Pasal 31

Laporan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal
30 huruf a, dilakukan secara tertulis atau lisan atau
melalui sistem informasi sesaat setelah melaksanakan
pengecekan Karhutla.
Laporan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
paling sedikit memuat informasi meliputi:
a. nama (pelaksana, yang di wawancarai);
b. lokasi (desa, koordinat);

tanggal (pelaksanaan, kejadian, temuan, waktu);
d. terjadi kebakaran atau tidak serta dokumentasi; dan

e. situasi lapangan dan upaya.
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Pasal 32

Laporan resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf

b, disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari setelah selesai masa

berlakunya surat penugasan melaksanakan pengecekan

Karhutla.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 33
Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
huruf c, merupakan hasil kompilasi laporan Pengecekan
Lapangan informasi Karhutla.
Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat informasi meliputi:
a. nama pelapor;
b. tanggal dan jam laporan;

media penyampaian laporan;

o

o

isi berita;

e. koordinat lokasi kejadian kebakaran;

f.  lokasi kejadian kebakaran (desa, kecamatan, daerah
kabupaten, daerah provinsi);

g. petugas penerima laporan;

h. tanggal dilaksanakan pengecekan;

i.  koordinat pengecekan;

j-  lokasi pengecekan (desa, kecamatan, daerah
kabupaten, daerah provinsi);

k. informasi indikasi kebakaran;

1. luas kebakaran; dan

m. status kawasan/lahan, keterangan lainnya (dapat

diisi dengan jenis yang terbakar, yang melakukan

pemadaman, dan informasi lainnya).

Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan paling lama tanggal 10 (sepuluh) pada bulan
berikutnya.

Format laporan bulanan pengecekan lapangan informasi
Karhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Pasal 34

(1) Laporan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
31 dan laporan resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
32 disampaikan oleh pelaksana kepada pemberi tugas.

(2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33,
disampaikan oleh Kepala UPT secara berjenjang kepada
Direktur Jenderal dan Direktur paling lama tanggal 10
(sepuluh) pada bulan berikutnya.

Pasal 35
(1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33,
yang dilakukan oleh pemegang izin, disampaikan secara
berjenjang kepada Bupati/Walikota dan Gubernur serta
ditembuskan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Balai
PPIKHL.

(2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan paling lama tanggal 10 (sepuluh) pada bulan

berikutnya.

Pasal 36
Dalam hal ditetapkan status siaga atau darurat terkait
kebakaran hutan dan lahan oleh Bupati/Walikota atau
Gubernur, laporan sementara dan laporan resmi pengecekan
lapangan informasi Karhutla yang dilaksanakan oleh para
pihak disampaikan juga kepada satgas daerah
kabupaten/kota, satgas daerah provinsi pengendalian
Karhutla, Pusdalops Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan, dan satgas nasional.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 37
Biaya untuk pelaksanaan Pengecekan Lapangan Informasi
Titik Panas dan/atau informasi Karhutla dibebankan kepada
anggaran masing-masing instansi atau sumber-sumber lain

yang sah dan tidak mengikat.
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BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka:

a. semua data hasil kegiatan Pengecekan Lapangan
Informasi Titik Panas dan/atau Karhutla beserta
pelaporannya yang telah  dilaksanakan  sebelum
berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap
berlaku; dan

b. semua hasil kegiatan Pengecekan Lapangan Informasi
Titik Panas dan atau Karhutla sebelum berlakunya
Peraturan Menteri ini dinyatakan masih tetap berlaku dan

selanjutnya mengikuti ketentuan Peraturan Menteri ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Maret 2018

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 374

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

NOMOR P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2018
TENTANG PROSEDUR TETAP PENGECEKAN LAPANGAN
INFORMASI TITIK PANAS DAN/ATAU INFORMASI
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

FORMAT SURAT TUGAS ATAU SURAT PERINTAH TUGAS

Kepada

Untuk

PENGECEKAN LAPANGAN INFORMASI TITIK HOTSPOT

KOP INSTANSI

SURAT TUGAS

Nomor:

MEMBERI TUGAS:

. Nama/NIP

Pangkat/Gol
Jabatan

dan seterusnya................

. Melaksanakan pengecekan lapangan Titik Panas seperti pada

koordinat terlampir pada tanggal ................. sampai dengan

. Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran

. Tugas tersebut agar dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh

rasa tanggung jawab;
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4. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas tersebut selambat-

lambatnya 1 (satu) hari setelah kembali/tiba.

Demikian untuk dilaksanakan.

Tempat, Tgl...... Bln...... Tahun......
Kepala/ Pimpinan/Pejabat yang

Berwenang ......ccceeeeeieiinnincinncnncnnenns ’
Nama...ccccveveriernriecereeiecriecriecenens
NIP. (Disesuaikamn)........cccceevecucnnnnees
Tembusan:
1. Kepala................
2. Kepala................
Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEPALA BIRO HUKUM, KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. ttd.

KRISNA RYA SITI NURBAYA



LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI

KEHUTANAN

LINGKUNGAN HIDUP DAN

NOMOR P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2018
TENTANG PROSEDUR TETAP PENGECEKAN LAPANGAN

INFORMASI

KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

TITIK PANAS DAN/ATAU INFORMASI

FORM PENGECEKAN LAPANGAN INFORMASI HOTSPOT

NO PERIHAL URAIAN
Nama Satelit
Tanggal Titik
Panas
DATA TITIK
1. PANAS Koordinat Lat.
Long. :
Kel, Desa, Kec,
Kab.
Perkiraan
Luas
Nama Lokasi/
2. | LOKASI Daerah
Desa
Koordinat Lat.
Long. :
3. | WAKTU Hari: Tanggal: Jam:
TITIK PANAS BUKAN* YA* *)  Lingkari yang
* PALSU sesuai
Tinggi Lidah Api Api loncat Kebakaran
< 1 meter Gambut
Tinggi Lidah Api Pusaran Perubahan arah
s | SITUASI AP 1 - 3 meter Api/angin angin

Tinggi Lidah Api

3 -4 meter

Kolom Konveksi

Penjalaran Api

Tinggi Lidah Api

> 4 meter

Api Tajuk

0-5S Km/ | > S

Jam Km/Jam
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LUAS
6. PERKIRAAN
ASAP CAHAYA
WARNA KENAMPAKAN ARAH Merah tenang
CONDONG
. TANDA- Putih/ Tetap Tegak Merah bergerak-
" | TANDA LAIN Kuning gerak
Abu-Abu Bergelom- Agak Catatan Lain:
bang Condong
Hitam Condong
LAHAN KERING GAMBUT
HUTAN LADANG/KEBUN Jenis Gambut Matang
Serasah Sawit Jenis Gambut Mentah
Alang-Alang,
JENIS Semak Karet Kedalaman Permukaan
BAHAN Belukar Air
8. | BAKARAN Hutan Isi lainnya < 50 50Cm-1M
Sekunder Cm
Hutan Primer 1 - 3 meter
Hutan > 3 meter
Tanaman
DOMINAN KUNING DOMINAN COKLAT
VEGETASI
HIJAU
0O - 30 % 31 - 60 % > 60 % (Curam)
9. | TOPOGRAFI
(Landai/Datar) (Bergelombang)
Sungai Kebun Karet
SITUASI DI
Parit Konsesi
SEKITAR
10. Jalan Rawa Berair
LOKASI
Kebun Sawit Tambang
KEBAKARAN
Pemukiman Hutan lainnya
Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEPALA BIRO HUKUM, KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. ttd.

KRISNA RYA SITI NURBAYA




FORMAT LAPORAN BULANAN PENGECEKAN LAPANGAN INFORMASI HOTSPOT

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2018
TENTANG PROSEDUR TETAP PENGECEKAN LAPANGAN INFORMASI TITIK PANAS

DAN/ATAU INFORMASI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

No Hasil Pemantauan Titik Panas Groundcheck Lapangan
Sumber | Tanggal Koordinat Lokasi (desa, Tanggal Koordinat Lokasi (desa, Hasil Luas Status Keterangan
kec,kab) kec,kab) Pengecekan /Indikasi terbakar | kawasan/
kebakaran)* (ha) lahan
Lat Long Lat Long Terbakar Tdk
Terbakar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

*) Yang dimaksud dengan indikasi kebakaran adalah tanda-tanda yang menunjukan bahwa pada lokasi tersebut pernah terjadi kebakaran atau tidak.

Mengetahui:
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Petunjuk pengisian:

Kolom 1 : cukup jelas.

Kolom 2 : diisi nama satelit, misalnya NOAA18/TERRA/AQUA/SNPP.

Kolom 3 : diisi tanggal terdeteksinya Titik Panas, misalnya 21/01/2017.

Kolom 4 : diisi angka yang menunjukan posisi lintang, misalnya -3.596 atau 3.596LS {tanda (-) negatif berarti Lintang Selatan/LS, jika
tak bertanda negatif berarti Lintang Utara/LU}.

Kolom 5 : diisi angka yang menunjukan posisi bujur, misalnya 105.203 atau 105.203BT (semua wilayah di Indonesia termasuk dalam
Bujur Timur/BT).

Kolom 6 : cukup jelas.

Kolom 7 : diisi tangal saat dilaksanakannya groundcheck, misal 23/01/2017.

Kolom 8 : diisi angka yang menunjukan posisi lintang, misalnya -3.596 atau 3.596LS.

Kolom 9 : diisi angka yang menunjukan posisi bujur, misalnya 105.203 atau 105.203BT.

Kolom 10 : cukup jelas.

Kolom 11/12 : diberi tanda centang (v).

Kolom 13 : diisi angka yang menunjukan besarnya luas kebakaran, misalnya 10 ha.

Kolom 14 : diisi nama dari SM/CA/TN/THR/TWA/TB/HL/IUPHHK-HT atau HA/Perkebunan/Lahan Masyarakat/dll.

Kolom 15 :  wajib diisi dengan keterangan yang ada di lapangan, misalnya: Lokasi kebakaran berjarak sekitar 312 meter dari koordinat

Titik Panas, jenis yang terbakar, yang melakukan pemadaman, dan keterangan lainnya.
Salinan sesuai dengan aslinya = MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEPALA BIRO HUKUM, KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. ttd.

KRISNA RYA SITI NURBAYA



LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

NOMOR P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2018
TENTANG PROSEDUR TETAP PENGECEKAN LAPANGAN
INFORMASI TITIK PANAS DAN/ATAU INFORMASI
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

FORMAT SURAT TUGAS ATAU SURAT PERINTAH TUGAS
PENGECEKAN LAPANGAN INFORMASI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Kepada

Untuk

KOP INSTANSI

SURAT TUGAS
Nomor: ST.

MEMBERI TUGAS:

. Nama /NIP

Pangkat/Gol
Jabatan

dan seterusnya................

. Melaksanakan pengecekan lapangan informasi kebakaran hutan dan

lahan seperti data terlampir pada tanggal ... sampai dengan ....

. Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran

. Tugas tersebut agar dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh

rasa tanggung jawab;
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4. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas tersebut selambat-

lambatnya 1 (satu) hari setelah kembali/tiba.

Demikian untuk dilaksanakan.

Tempat, Tgl...... Bln...... Tahun......
Kepala/Pimpinan/Pejabat yang

Berwenang ...ccccceeeeecerinrennenncnrinnnns ,
Nama...ccocieiiieieieicneiecieiecneiecacens
NIP. (Disesuaikamn) ......cccceeeveveeennnnnes
Tembusan:
1. Kepala................
2. Kepala................
Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEPALA BIRO HUKUM, KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. ttd.

KRISNA RYA SITI NURBAYA



LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI
KEHUTANAN

LINGKUNGAN HIDUP DAN

NOMOR P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2018
TENTANG PROSEDUR TETAP PENGECEKAN LAPANGAN

INFORMASI

TITIK PANAS DAN/ATAU

KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

INFORMASI

FORM PENGECEKAN LAPANGAN INFORMASI KEBAKARAN DAN LAHAN

NO PERIHAL URAIAN
Nama
1. | PELAPOR
Desa
Perkiraan
Luas
Nama Lokasi/
2. | LOKASI Daerah
Desa
Koordinat Lat.
Long.
3. | WAKTU Hari: Tanggal: Jam:
Tinggi Lidah Api Api loncat Kebakaran
< 1 meter Gambut
Tinggi Lidah Api Pusaran Perubahan arah
1 — 3 meter Api/angin angin
4. | SITUASI API Tinggi Lidah Api Kolom Konveksi Penjalaran Api
3 -4 meter
Tinggi Lidah Api Api Tajuk 0-5 > 5
> 4 meter Km/Jam | Km/Ja
m
LUAS

PERKIRAAN
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ASAP CAHAYA
WARNA KENAMPAKAN ARAH Merah tenang
CONDONG
TANDA- Putih/ Tetap Tegak Merah bergerak-
o TANDA LAIN Kuning gerak
Abu- Bergelombang Agak Catatan Lain:
Abu Condong
Hitam Condong
LAHAN KERING GAMBUT
HUTAN LADANG/KEBUN Jenis Gambut Matang
Serasah Sawit Jenis Gambut Mentah
Alang-Alang,
JENIS Semak Karet Kedalaman Permukaan
BAHAN Belukar Air
-+ | BAKARAN Hutan Isi lainnya < 50 S0Cm-1M
Sekunder Cm
Hutan 1 — 3 meter
Primer
Hutan > 3 meter
Tanaman
VEGETASI DOMINAN KUNING DOMINAN COKLAT
HIJAU
0O - 30 % 31 - 60 % > 60 % (Curam)
TOPOGRAFI (Landai/ (Bergelombang)
Datar)
SITUASI DI Sungai Kebun Karet
SEKITAR Parit Konsesi
LOKASI Jalan Rawa Berair
KEBAKARAN Kebun Sawit Hutan lainnya

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
ttd. ttd.

KRISNA RYA SITI NURBAYA



LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2018

TENTANG PROSEDUR TETAP PENGECEKAN

LAPANGAN

DAN/ATAU INFORMASI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

FORMAT LAPORAN BULANAN PENGECEKAN LAPANGAN INFORMASI KEBAKARAN DAN LAHAN

INFORMASI TITIK PANAS

No Laporan Masyarakat Pengecekan Lapangan
Nama | Tanggal |Jam |Media| Isi Koordinat Lokasi Petugas Tanggal Koordinat | Lokasi | Hasil Pengecekan | Status Keterangan
Pelapor] berita (desa, penerima (desa, kebakaran)* kawasan
Lat | Long| kec,kab) |Laporan/ Lat | Long |kec,kab)| Estimasi [Tdk / lahan
Berita Luas |Terbakar
Terbakar
(Ha)
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

*) Yang dimaksud dengan indikasi kebakaran adalah tanda-tanda yang menunjukan bahwa pada lokasi tersebut pernah terjadi kebakaran atau tidak.

Mengetahui:



-35-

Petunjuk pengisian:

Kolom 1, 2, 3, 4
Kolom 5
Kolom 6
Kolom 7

Kolom 8

Kolom 9
Kolom 10, 11
Kolom 12
Kolom 13
Kolom 14
Kolom 15, 16
Kolom 17
Kolom 18

cukup jelas.

diisi jenis media misalnya: Telepon, SMS, media sosial lainnya sperti WA, Line, Telegram, dll.

cukup jelas.

diisi angka yang menunjukan posisi lintang, misalnya -3.596 atau 3.596LS {tanda (-) negatif berarti Lintang Selatan/LS, jika
tak bertanda negatif berarti Lintang Utara/LU}.

diisi angka yang menunjukan posisi bujur, misalnya 105.203 atau 105.203BT (semua wilayah di Indonesia termasuk dalam

Bujur Timur/BT).

cukup jelas.

cukup jelas.

diisi angka yang menunjukan posisi lintang, misalnya -3.596 atau 3.596LS.

diisi angka yang menunjukan posisi bujur, misalnya 105.203 atau 105.203BT.

cukup jelas.

dimasukan informasi yang luas terbakar (Ha) dan atau tanda centang (v).

diisi nama dari SM/CA/TN/THR/TWA/TB/HL/IUPHHK-HT atau HA/Perkebunan/Lahan Masyarakat/dll.

wajib diisi dengan keterangan yang ada di lapangan, misalnya: Lokasi kebakaran merupakan lahan...... , jenis yang terbakar,
yang melakukan pemadaman, informasi tutupan lahan (vegetasi, lahan gambut non gambut) dan keterangan lainnnya.

Salinan sesuai dengan aslinya, MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEPALA BIRO HUKUM, KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. ttd.

KRISNA RYA SITI NURBAYA
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